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                                                       RINGKASAN 

 

 

PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA 

OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM 

 

Oleh: 

Eka Prasetya Rini1, Diana Haiti2 

 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman 

 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (Pasal 

1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Kewenangan ini bukan hanya terbatas 

pada pembuatan akta autentik, melainkan mencakup berbagai kewenangan 

tambahan, salah satu nya  “memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan 

akta”. Namun ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyebutkan bahwa 

Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta, namun tidak diberikan penjelasan mengenai definisi, ruang 

lingkup dan bentuk penyuluhan yang dapat diberikan. ketidakadaan penjelasan 

yang detail tersebut menimbulkan ketidakjelasan norma yang menimbulkan banyak 

penafsiran yang berbeda di kalangan Notaris dan juga masyarakat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis konsep penyuluhan hukum 

sehubungan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN; serta menganalisis hubungan 

antara penyuluhan hukum ini dengan fungsi sosial Notaris serta merumuskan 

definisi, ruang lingkup dan bentuk yang jelas mengenai penyuluhan tersebut. Yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk 

pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan dan menjadi acuan bagi notaris, 

organisasi profesi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat pelaksanaan 

kewenangan penyuluhan hukum. 

 

Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis konsep 

penyuluhan hukum yang bisa diberikan oleh Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) 

huruf e UUJN dan bagaimana hubungannya dengan fungsi sosial yang diemban 

oleh Notaris sesuai konsep normatif yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik 

Notaris. Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan Pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan 3 bahan hukum 

(primer,sekunder dan tersier) dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif.  

 

Dari hasil penelitian dengan mengunakan penelurusan historis pembentukan 
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UUJN, analisa gramatikal, Analisa menurut doktrin dan Penelitian terdahulu, serta 

perbandingan dengan yuridiksi lain, dapat diketahui adanya ketidakjelasan norma 

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu : 

(1) Kekaburan terminologi, karena istilah "penyuluhan hukum" tidak didefinisikan; 

(2) Kekaburan ruang lingkup, karena tidak dijelaskan materi atau batasan apa saja 

yang termasuk penyuluhan hukum; (3) Kekaburan prosedural, karena tidak diatur 

bagaimana penyuluhan hukum harus dilaksanakan dan didokumentasikan; (4) 

Kekaburan akibat hukum, karena tidak ada konsekuensi normatif apabila 

penyuluhan hukum tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak memadai; (5) 

Kekaburan kedudukan normatif, karena terdapat ketidaksinkronan antara 

penggunaan istilah "berwenang" (Pasal 15 ayat (2) huruf e) dan kewajiban 

bertindak saksama (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN). Kelima bentuk kekaburan 

tersebut menyebabkan penerapan Pasal 15 ayat (2) huruf e sangat bergantung  

interpretasi masing-masing (multitafsir) Notaris. Akibatnya, pelaksanaan 

kewenangan penyuluhan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi mengurangi 

kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan  bahwa penyuluhan 

hukum yang diberikan oleh Notaris memiliki hubungan yang mutlak dan inheren 

dengan peranan sosial Notaris sebagai pejabat umum (officium nobile). 

Kewenangan ini merupakan manifestasi nyata dari peranan sosial Notaris sebagai 

pejabat umum negara. Fungsi sosial ini berlandaskan pada konsep  "jabatan yang 

mulia," dimana jabatan Notaris bukan sekadar pekerjaan individual melainkan 

sebagai pekerjaan luhur untuk pengabdian terhadap masyarakat dalam bidang 

hukum. Analisis menggunakan Teori Fungsi Sosial Hukum yang menyatakan 

bahwa hukum merupakan  social engineering yang dapat menggambarkan bahwa 

penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris merupakan perwujudan dari fungsi 

pencegahan sengketa di kemudian hari atau fungsi preventif dari hukum.  
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PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN 

AKTA OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM 

 

Oleh: 

Eka Prasetya Rini1, Diana Haiti2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Notaris, Penyuluhan Hukum, Ratio Legis, Fungsi Sosial, Kewenangan. 

 

Pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta 

diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e, namun undang-undang tidak memberikan 

penjelasan yang detail tentang bagaimana penyuluhan tersebut dilakukan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyuluhan hukum yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 15 

ayat (2) huruf e dan mengkaji hubungan kewenangan penyuluhan hukum ini dengan 

fungsi sosial Notaris sebagai pejabat umum. Menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan juga pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis tiga bahan 

hukum (primer, sekunder dan tersier). Teori yang digunakan adalah Legal Certainty 

Theory, Authority Theory dan Social Function of Law Theory. Bahan hukum 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian adanya ketidakjelasan 

norma (vague norm) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu : (1) Kekaburan 

terminologi; (2) Kekaburan ruang lingkup; (3) Kekaburan prosedural; (4) Kekaburan 

akibat hukum; (5) Kekaburan kedudukan normative, yang mengakibatkan 

pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi 

mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa 

kewenangan penyuluhan hukum merupakan perwujudan dari fungsi sosial Notaris, 

namun pengaturan yang kabur berpotensi menimbulkan pelanggaran kewenangan 

serta penyalahgunaan wewenang. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan 

peraturan pelaksana yang merumuskan definisi operasional,ruang lingkup, bentuk 

dan prosedural penyuluhan hukum secara jelas. 
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